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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka adapun kesimpulan 

dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Bentuk perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dan peternak 

di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima secara umum dalam 

bentuk tidak tertulis atau lisan. Sesuai dengan prinsip umum perjanjian di 

dalam KUHPerdata bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian 

dapat menentukan bentuknya baik secara lisan atau tertulis, isinya seperti 

apa serta bagaimana pelaksanaannya berdasarkan asas kebebasan 

berkontrak sepanjang pembuatan perjanjian tersebut tidak bertentangan 

dengan syarat serta ketentuan umum perjanjian yaitu ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata. Dan setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak 

akan berlaku sebagai undang-undang yang harus bagi mereka yang 

membuatnya. 

b. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dengan 

peternak secara umum dilakukan melalui tiga tahap diantaranya Tahap 

pertama yaitu Prakontraktual, dimana pada tahap ini antara pemilik dan 

peternak melakukan penawaran dan penerimaan terkait dengan rencana 

perjanjian peternakan sapi. Tahap selanjutnya adalah tahap kontraktual 

yaitu pelaksanaan perjanjian yang mengatur tentang bentuk dari perjanjian, 

hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian, sistem bagi hasil 
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serta persentase, risiko dalam perjanjian serta penyelesaian sengketa 

apabila terjadi sengketa. Sedangkan terakhir adalah tahap pasca 

kontarktual, dimana pada tahap ini adalah berakhirnya suatu perjanjian 

yang disebabkan oleh telah dilaksanakannya hak dan kewajiban serta telah 

berakhirnya jangka waktu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian di atas maka adapun saran atau rekomendasi dari 

penelitian ini antara lain:  

a. Diharapkan ke depannya kesepakatan suatu perjanjian bagi hasil 

peternakan sapi seharusnya dibuat dalam bentuk tertulis mengingat secara 

umum hampir di setiap daerah bentuk perjanjian bagi hasil tersebut masih 

dilakukan dalam bentuk yang lisan. Karena bentuknya tidak tertulis akan 

sulit untuk dibuktikan apabila di kemudian hari ada persoalan hukum 

karena para pihak bisa saja menyangkal tentang isi dari perjanjian tersebut 

guna memberikan kepastian hukum terkait dengan waktu pelaksanaan dan 

jangka waktunya serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. 

b. Perlu adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

masyarakat khususnya pemerintah Desa Kore untuk melakukan 

penyuluhan terhadap peternak sapi yang kurang pengetahuan dalam 

pemahaman pembagian hasil tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 

1960 tentang bagi hasil. 
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